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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria bank gagal berdampak sistemik membutuhkan penilaian yang
mendalam dari berbagai indikator, baik indikator yang dapat diukur
maupaun indikator-indikator yang tidak dapat diukur. Indikator yang dapat
diukur seperti tingkat kesehatan bank yang berdasarkan pada penilaian
aspek CAMELS, sedangkan indikator yang tidak dapat diukur seperti
psikologi masa dan kestabilan perekonomian baik secara nasional maupun
global, serta kegiatan usaha yang dilakukan suatu bank dapat mengganggu
kesehatan bank-bank lainnya apabila bank tersebut mengalami kesulitan
keuangan atau gagal.

2. Pengaturan hukum mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik tidak
diperlukan untuk diatur secara jelas dalam Undang-Undang mengingat
perkembangan ekonomi yang sangat bersifat situasional dan dapat
menimbulkan indikator-indikator baru yang dapat mendorong terjadinya
bank gagal berdampak sistemik, selain itu bank gagal berdampak sistemik
dapat terjadi dalam waktu cepat yang membutuhkan penanganan yang
cepat pula, selain itu apabila kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan dapat
menimbulkan moral hazard.

3. Pengaturan hukum yang tidak mengatur secara jelas terkait bank gagal

berdampak sistemik membuat Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang
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independen yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan,
menunjuk lembaga lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 PBI:
15/2/PBI1/2013 untuk menetapkan status bank gagal berdampak sistemik,
lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga seperti Lembaga
Penjamin Simpanan yang menjamin dana nasabah dalam usaha perbankan,
Otoritas Jasa Keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan
di sektor keuangan, yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas
Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45
UU OJK untuk membentuk kebijakan dan cara penanganan suatu masalah
yang ditenggarai akan membahayakan stabilitas sistem keuangan. FKSSK
itu sendiri beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas
Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, yang bekerjasama
untuk tercapainya kestabilan sistem keuangan sehingga peran lembaga-

lembaga tersebut menjadi penting.

B. Saran

1. Untuk merumuskan kriteria bank gagal berdampak sistemik diberikan
pada lembaga yang berwenang secara khusus untuk menetapkan status
suatu bank sebagai bank gagal berdampak sistemik, dengan mempelajari
secara mendalam indikator-indikator yang berkaitan dengan kegagalan
suatu bank yang dapat menimbulkan dampak sistemik. Lembaga yang
dimaksud adalah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK),

yang keanggotaanya terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga yang
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berperan dalam penetapan dan penanganan bank gagal berdampak
sistemik.

. Pengaturan hukum mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik yang
tidak dimungkinkan untuk diatur secara jelas dalam Undang-Undang,
namun dimungkinkan untuk diatur dalam suatu peraturan kebijkan atau
peraturan lembaga, mengingat peraturan kebijakan atau peraturan lembaga
lebih mudah untuk dibuat dibandingkan Undang-Undang yang proses
pembuatannya memakan banyak waktu. Selain itu melalui peraturan
kebijakan atau peraturan lembaga maka kriteria bank gagal berdampak
sistemik yang bersifat situasional akan lebih mudah diatasi dibandingkan
dengan Undang-Undang yang secara sifatnya lebih permanen dan
membutuhkan waktu yang lama untuk mengubahnya.

. Peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan perlu lebih
dioptimalkan sehingga penanganan bank gagal berdampak sistemik
menjadi lebih cepat dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar pada
sistem perekonomian nasional, selain itu Undang-Undang Perbankan dan
Undang-Undang Bank Indonesia perlu untuk segera diperbaharui setelah
adanya Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak memunculkan benturan
dalam peran lembaga-lembaga terkait penetapan dan penanganan bank

gagal berdampak sistemik.
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